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Daftar wawancara untuk KPUD Kabupaten Bantul dalam Pemilukada Tahun 2015 

a. Penilaian Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Tahun 2015 dalam tahap persiapan 

dan pelaksanaan 

1. Bagaimanakah tahap proses persiapan KPUD untuk penyelenggaraan 

penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum dalam 

Pemilukada? 

2. Bagaimanakah pihak KPUD untuk mempersiapkan anggaran penyusunan 

program Pemilukada yang diterapkan KPUD? 

3. Bagaimanakah system yang diselenggarakan pihak KPUD dalam 

mengatur strategi penyaluran distribusi barang/jasa keperluan Pemilukada? 

4. Sepeterti apakah pemberian pelayanan informasi yang diberikan oelh 

KPUD dalam Pemilukada? 

5. Siapa sajakah pihak yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama antar 

lembaga dengan pihak KPUD? 

6. Seperti apakah pelaksanaan kerjasama yang dilakukan pihak KPUD antar 

lembaga yang terkait? 

7. Bagaimanakah system pengelolahan data yang dilakukan pihak KPUD 

dalam Pemilukada yang telah diselenggarakan? 

8. Kapankah tahap penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban dilaksanakan KPUD Tahun 2015? 



 
 

9. Bagaimanakah proses penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan KPUD? 

10. Apasajakah yang menjadi ketetapan KPUD dalam Pemilukada di 

Kabupaten Bantul Tahun 2015? 

11. Apasajakah yang menjadi ketentuan persyaratan peserta pasangan 

kandidat dalam Pemilukada Tahun 2015 di Kabupaten Bantul? 

12. Bagaimanakah kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemungutan suara di 

Pemilu Pilkada? 

13. Bagaimanakah tatacara pihak KPU dalam mensosialisasikan mengenai 

pelayanan Pemilukada kepada masyarakat? 

14. Apasajakah sistem pelayanan yang diterapkan pihak KPUD kepada peserta 

pasangan kandidat Pemilukada Tahun 2015? 

15. Bagaimanakah peran dantugas pihak KPUD dalam penyelenggaraan 

Pemilukada Tahun 2015? 

16. Siapa sajakah yang dilibatkan pihak KPUD dalam pembentukan 

Koordinator pelaksanaan pembentukan panitia pengawas Pemilukada Tahun 

2015? 

17. Apasajakah yang menjadi syarat ketentuan pihak KPUD dalam 

pembentukan panitia pengawasan Pilkada Tahun 2015? 

18. Seperti apakah tahap penyelenggaraan pemilukada yang diterapkan KPUD 

Kabuapten Bantul Tahun 2015? 



 
 

19. Apasajakah yang menjadi ketentuan persyaratan peserta kandidat dalam 

Pemilukada Tahun 2015? 

20. Bagaimanakah tahap proses penyeleksian peserta kandidat Pemilukada 

yang diselenggarakan KPUD Kabupaten Bantul tahun 2015? 

21. Apasajakah tahapan pelaksanaan kampanye yang diterapkan KPUD dalam 

Pemilukada di Kabupaten Bantul Tahun 2015? 

22. Bagaimanakah proses pendaftaran pemilihan peserta atau calon kandidat 

dalam pemilukada di Kabupaten Bantul Tahun 2015? 

23. Ada berapakah penetapan jumlah pemilih dan jumlah pemungutan suara 

(TPS) di Kabupaten Bantul dalam Pemilukada Tahun 2015? 

24. Bagaimanakah pihak KPUD untuk menyeleksi penetapan calon yang 

terpilih dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2015? 

25. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak KPUD Kabuapaten Bantul 

sebagai penyelenggara Pemilukada Tahun 2015? 

26. Bagaimanakah pihak KPUD untuk mempertanggungjawabkan anggaran 

APBD dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bantul Tahun 2015? 

b. Tahap atau proses pelaksanaan dalam Pemilukada Kabupaten Bantul Tahun 

2015 

1. Kapan kah penetapan pendaftaran Pemilihan Pemilukada yang 

diselenggarakan KPUD? 



 
 

2. Apasajakah bentuk sosialisasi Pemilukada yang diterapkan oleh pihak 

KPUD? 

3. Bagaimanakah proses sosialisasi yang dikeluarkan pihak KPUD dalam 

menentukan daftar pemilihan sementara? 

4. Waktu kapankah ditetapkan oleh pihak KPUD pengumuman pendaftaran 

dan penetapan pasangan kandidat? 

5. Bagaimanakah sosialisasi yang diterapkam KPUD dalam penetapan 

jadwal kampanye kepada peserta calon kandidat? 

6. Seperti apakah proses penetapan pasangan kandidat yang telah ditetapkan 

KPUD? 

7. Bagaimanakah proses pelantikan calon kandidat telah terpilih Pemilukada 

Tahun 2015? 

 

 


